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Bahas Perda Retribusi untuk Pasar Baru 

Bauntung Banjarbaru 

 

Rancang bangun Pasar Bauntung Banjarbaru (Banjarmasin.tribunnews.com) 

 

Pembangunan pasar baru Bauntung Banjarbaru masih berjalan. Pemko Banjarbaru 

menargetkan pasar berkonsep tradisional modern ini rampung di tahun 2020 ini. Seiring dengan 

itu, DPRD Banjarbaru tengah pembahasan Perda retribusi untuk pelayanan pasar tersebut. 

Pemko mengajukan perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan 

pasar dan retribusi pasar pertokoan. 

Ketua Pansus B DPRD Banjarbaru yang menangani Perda ini, nantri Raperda ini tidak 

hanya untuk pasar Bauntung baru, Raperda ini juga mengatur pasar rakyat lainnya yang 

dibangun pemko Banjarbaru. 

Awalnya hanya ada 6 obyek pasar rakyat, sekarang 11 obyek pasar dan 3 buah pujasera. 

Perubahan Perda ini juga mengacu pada Permendag No, 37 Tahun 2017 tentang pembangunan 

dan pengelolaan sarana perdagangan. 

Atas dasar hal itu, maka di dalam Perda yang akan dibuat kata Windi dilakukan 

klasifikasi tipe pasar. Sehingga ke depannya setiap adanya pembangunan pasar rakyat yang 

baru dan operasional cukup di buatkan Perwalinya sebagai payung hukum. 

Diharapkan dengan adanya perubahan Perda ini, Pemko dapat meningkatkan fasilitas 

pasar dalam hal pelayanan agar adanya kenyamanan pedagang dan konsumen melakukan 

proses jual beli di pasar. 
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Sumber Berita: 
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2. https://banjarmasin.tribunnews.com, DPRD Banjarbaru Pantau Pembangunan 

Pasar Bauntung Baru Ini Harapan Ketua Komisi II, Kamis, 6 Februari 2020  

 

Catatan Berita: 

Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam 

hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah berada pada urutan paling bawah 

sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-

undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).  

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah: 

1.Perencanaan. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program 

Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah 

instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan 

Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi 

dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi 

ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi. Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap 

tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi. 

Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda 

didasarkan pada: a.Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b.Rencana 

pembangunan daerah; c.Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 

d.Aspirasi masyarakat daerah. Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang 

terdiri atas: a.akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi. Serta dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi, yang terdiri atas: a. untuk mengatasi 

keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerjasama dengan pihak lain; 
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dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi 

yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. 

2. Penyusunan. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi 

atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan 

penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan 

Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya sebatas 

mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi 

muatan yang diatur. 

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil 

penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11). 

Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah 

Akademis. (Pasal  33 ayat (3). 

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi yang berasal    dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat 

mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum, sedangkan yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan 

oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan 

mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap  penyusunan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

3. Pembahasan. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh 

DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-

tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD 

yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD 

dan Kepala Daerah. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat 

ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Ketentuan 
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mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan 

DPRD. 

4. Pengesahan atau Penetapan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui 

bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala 

Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan 

paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh 

Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam 

jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 

hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka 

Ranperda  tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. 

5. Pengundangan. Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam 

Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan 

Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh 

Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 

mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-

undangan yang bersangkutan.  

6. Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak 

penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk 

dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku 

kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 

Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus 

menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari 

DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan 

Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah 

diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 

Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan 

harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan 

Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. 

 
 


